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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1.Latar Belakang 

Kehadiran merek dagang merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam 

perdagangan internasional, merek dagang tidak hanya diperlukan dalam urusan 

pemasaran, namun telah menjadi suatu identitas bagi suatu produk atau perusahaan 

yang timbul atas dasar kreativitas untuk mendorong daya saing, terutama di rezim 

perdagangan global masa kini. Terlebih lagi, di era perdagangan yang sudah sangat 

mendunia ini sangat dibutuhkan adanya keamanan produk untuk menciptakan 

keamanan bagi perusahaan industri, baik usaha kecil-menengah maupun 

perusahaan besar, yang mana berdampak dalam meningkatkan kepercayaan 

pembeli akan produk tersebut, yang berefek besar bagi perekonomian negara. 

Merek dagang merupakan sebuah simbol yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan 

barang-barang sejenis.1 Sama seperti hak cipta, hak paten, desain industri, dan 

indikasi geografis, merek dagang juga merupakan salah satu bagian dari Hak 

Kekayaan Intelektual. 

Seiring berkembang hadirnya Multinational Corporation (MNC) di 

Indonesia, tingkat perdagangan di Indonesia tentu meningkat dan tidak luput dari 

pentingnya peran merek dagang dalam menjaga keamanan perusahaan maupun 

                                                           
1 Hartono Lapan Suroto, “Merek Jasa,” Gomarketingstrategic.Com, 16 Juni 2016, 

https://www.gomarketingstrategic.com/tag/merek-jasa/. (diakses pada 18 Februari 2019) 
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kepuasan konsumen atas produk perusahaan tersebut di Indonesia. Kasus mengenai 

merek dagang yang pernah terjadi di Indonesia melibatkan perusahaan luar negeri 

melalui sengketa merek dagang internasional Pierre Cardin sebagai identitas suatu 

perusahaan atau produk yang cukup menarik perhatian di tahun 2016. Pierre Cardin 

merupakan seorang perancang busana asal Perancis yang terkenal di mancanegara, 

yang sudah merintis produk baik pakaian maupun parfum sejak tahun 1950. Namun 

pada 6 Februari 2009 saat Pierre Cardin baru mendaftarkan mereknya di Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

di Indonesia sendiri ternyata sudah ada suatu badan hukum yang mendaftarkan 

merek Pierre Cardin tersebut sejak tahun 1977 dengan Alexander Satryo Wibowo 

sebagai pengusaha lokal pemegang merek dagang Pierre Cardin Indonesia yang 

terakhir. Tim hukum dari Pierre Cardin Perancis langsung mengajukan gugatan 

merek melawan Alexanter Satryo Wibowo namun baik pengadilan tingkat pertama 

hingga tingkat kasasi menolak gugatan yang dilayangkan oleh Pierre Cardin 

Perancis dengan alasan merek Pierre Cardin Indonesia milik Alexander telah 

didaftarkan terlebih dahulu pada 29 Juli 1977 dan Alexander sebagai pemilik merek 

Pierre Cardin lokal memiliki pembeda dalam produknya karena selalu 

mencantumkan kata-kata product by PT.Gudang Rejeki sebagai pembeda.2 Tidak 

hanya Pierre Cardin, merek terkenal Prada S.A. juga pernah mengajukan gugatan 

di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tahun 2007 karena merasa dirugikan baik 

secara materiil maupun immateriil dengan adanya peniruan produk Prada S.A. yang 

                                                           
2 Andi Saputra, “Begini Kisah Perjalanan Merek Pierre Cardin Jatuh Ke Tangan Orang 

Jakarta,” Detik.Com, 11 September 2016, https://news.detik.com/berita/3295808/begini-kisah-

perjalanan-merek-pierre-cardin-jatuh-ke-tangan-orang-jakarta. (diakses pada 23 Februari 2019) 



3 

 

mana telah didaftarkan merek Prada tanpa sepengetahuan Prada S.A. yang berasal 

dari Italia tersebut oleh seorang warga Indonesia bernama Fahmi Babra.3  

Kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya merek dagang di rezim 

perdagangan global ini bukan lagi menjadi suatu syarat, namun sudah menjadi suatu 

kebutuhan dasar bagi setiap badan usaha untuk semakin sadar akan pentingnya 

merek dagang demi berjalannya kegiatan penjual-belian barang dan dampak yang 

dirasakan dalam jangka panjang. Tidak hanya menjadi keamanan bagi badan usaha, 

namun merek dagang juga menjadi suatu nilai tambah bagi badan usaha di 

masyarakat. Dan tentu harus dilihat bagaimana peraturan-peraturan yang telah 

diterapkan, dijalankan dari tahun ketahun. 

Dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota World Trade 

Organization (WTO), Indonesia juga telah tergabung ke dalam keanggotaan 

Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property 

Organization (WIPO). WIPO merupakan salah satu lembaga khusus sistem 

organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai berlaku pada tahun 

1970,4 yang bertujuan mempromosikan penciptaan, penyebaran, penggunaan dan 

perlindungan karya pikiran manusia untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya 

seluruh umat manusia melalui kerja sama internasional, dengan melindungi 

kepentingan moral dan material pencipta di satu sisi, dan menyediakan akses ke 

manfaat sosial-ekonomi dan budaya dari kreativitas.5 Walaupun telah dibentuk 

WIPO sebagai suatu institusi yang mengatur mengenai HKI secara internasional, 

                                                           
3 O.C. Kaligis, Teori - Praktik Merek Dan Hak Cipta (Bandung: PT Alumni, 2012). 
4 World Intellectual Property Organization, “Intellectual Property Handbook,” WIPO 

Publication (2008). Hal: 4–5. 
5 Ibid. 
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penerapan pendaftaran merek dagang oleh suatu perusahaan kepada negara-negara 

mengalami kesulitan dikarenakan pendaftaran dilakukan secara manual ke masing-

masing negara. Hal ini tentu sangat menyulitkan MNC terutama merek-merek 

besar, dan lagi tentu masing-masing negara memiliki ketentuan maupun peraturan 

pendaftaran merek dagang yang berbeda-beda. 

 Dikarenakan adanya kesulitan dalam pelaksanaan pendaftaran merek 

dagang konvensional tersebut, WIPO menghadirkan suatu sistem bernama Madrid 

System. Madrid System merupakan suatu sistem administrasi merek dagang di 

bawah WIPO yang sudah menjadi manajemen terpusat dan menjadi ‘toko serba 

ada’ untuk pemegang merek dagang untuk mendapatkan dan mempertahankan 

perlindungan merek dagang di pasar ekspor, dan melibatkan negara-negara anggota 

WIPO sehingga Madrid System menjadi alternatif untuk rute nasional atau 

regional.6 Madrid System berawal dari Madrid Agreement di tahun 1891 yang 

hanya mengatur sistem registrasi, dan kemudian dikembangkan ke dalam Madrid 

Protocol di tahun 1989 yang tidak hanya melibatkan negara namun juga organisasi 

antar pemerintah, mengatur tentang regulasi dan aplikasi, dan peraturan lain yang 

lebih kompleks dibandingkan Madrid Agreement. Munculnya Madrid System ini 

membuat para pelaku usaha semakin mudah dalam mendaftarkan merek mereka. 

Dengan kemudahan ini, tentu akan membuka peluang-peluang kepada pelaku usaha 

maupun negara dalam hal pengembangan ekonomi dan juga infrastruktur seperti 

peningkatan jumlah investasi hingga transfer teknologi dan meningkatkan kegiatan 

                                                           
6 David Muls, “The Madrid System Overview and Trends,” WIPO MADRID (2015). Hal: 

2. 
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penelitian serta pengembangan inovasi di tingkat lokal.7 Indonesia memiliki 

ketentuan mengenai pendaftaran merek internasional yang diatur dalam Pasal 52 

UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.8 Indonesia yang 

sudah menjadi anggota dari WIPO akhirnya meratifikasi Madrid Protocol melalui 

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Aksesi Madrid Protocol, dan 

ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran merek internasional berdasarkan 

Madrid Protocol diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 

tentang Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid.9 Baru 

diratifikasinya Madrid Protocol di Indonesia pada tahun 2017 dan berlaku efektif 

pada Januari 2018 menunjukkan kurangnya implementasi Madrid System di 

Indonesia sehingga dilihat dari jangka waktu penerapan Madrid System di 

Indonesia, perlu ditinjau mengenai kepentingan Indonesia dalam diterapkannya 

Madrid System di Indonesia dan kendala maupun tantangan apa saja yang membuat 

pemerintah Indonesia baru mengaksesi Madrid Protocol di tahun 2017. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 

membahas lebih lanjut dengan judul “Peluang dan Tantangan Hadirnya Madrid 

System di Indonesia”. 

  

                                                           
7 Reynaldo Nico Erlanda, “Keterkaitan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Perdagangan 

Internasional,” Kumparan.Com, 7 April 2018, https://kumparan.com/reynaldo-nico-

erlanda/keterkaitan-hak-kekayaan-intelektual-dengan-perdagangan-internasional. (diakses pada 21 

Februari 2019) 
8 ARISE+ IPR, PROTOKOL MADRID, ARISE+ IPR, 2018, www.dgip.go.id. 
9 Ibid. 
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1. 2. Rumusan Masalah 

Dengan baru diratifikasinya Madrid System di Indonesia pada tahun 2017, 

ada beberapa ketertarikan sehingga penulis merumuskan beberapa isu yang akan 

dibahas lebih dalam, melalui penelitian. Peneliti berharap, melalui penelitian ini 

kami dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Pertanyaan yang akan 

dibahas yakni: 

1. Apa saja kepentingan Indonesia dalam menerapkan Madrid System? 

2. Apa saja peluang yang timbul dan tantangan dalam hadirnya Madrid System di 

Indonesia sehingga baru dituangkan ke dalam Perpres Nomor 92 Tahun 2017? 

 

1. 3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi beberapa tujuan yang ingin dicapai 

oleh penulis. Berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan dari beberapa pertanyaan 

di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepentingan Indonesia 

dalam meratifikasi Madrid System, menggambarkan peluang-peluang dapat yang 

timbul dengan hadirnya Madrid System di Indonesia, dan memaparkan tantangan-

tantangan yang harus dihadapi baik sebelum maupun setelah diratifikasinya Madrid 

System di Indonesia.  

 

1. 4. Kegunaan Penelitian 

Penulis melihat bahwa penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan 

wawasan kepada berbagai pihak sebagai para pembaca. Penelitian ini juga memiliki 

manfaat memahami kepentingan Indonesia dalam meratifikasi Madrid System, 
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memahami peluang yang dapat muncul dengan hadirnya penerapan Madrid System 

di Indonesia, serta mengetahui tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam 

mempersiapkan pelaksanaan Madrid System di Indonesia.  

 

1. 5. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini memiliki sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima 

bagian dalam penulisannya, sebagai berikut: 

 

 Bab I:  Pendahuluan  

Bab ini memberi penjelasan awal yang singkat dan latar belakang mengenai 

masuknya Madrid System dan ratifikasinya di Indonesia melalui bahasan peluang, 

tantangan, dan kepentingan Indonesia. Selain itu, bab ini juga mengandung inti dan 

rumusan masalah serta tujuan penelitian yang berisi seluruh aspek yang dijawab 

dalam penelitian ini. Bab ini juga dilengkapi dengan kegunaan penelitian serta 

penjelasan mengenai sistematika penulisan penelitian ini.  

  

 Bab II:  Kerangka Berpikir  

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menjadi fondasi awal dari berbagai data 

serta sarana analisis terhadap kajian dan penelitian serupa yang telah dilakukan 

sebelumnya. Bab ini juga mengandung kerangka teori yang dapat mendukung 

proses analisis data yang dilakukan oleh penulis pada bagian pembahasan. 
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 Bab III:  Metode Penelitian  

Bab ini merangkum pendekatan penelitian yang diambil oleh penulis, menjelaskan 

hal-hal yang berkaitan dengan metode dan cara yang digunakan penulis dalam 

penelitian. Teknik dan jenis penulis dalam mengumpulkan data, serta teknik penulis 

dalam mengolah dan menganalisa data yang penulis kumpulkan. 

  

 Bab IV:  Hasil dan Pembahasan  

Bab ini menjadi bagian di mana penulis menjabarkan secara rinci dan mendalam 

hasil analisa dari setiap data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, penulis menjelaskan 

secara mendalam mengenai peluang, tantangan, dan kepentingan Indonesia dalam 

meratifikasi Madrid System. Selain itu, penulis juga menunjukkan korelasi antara 

analisa penelitian yang telah peneliti lakukan dengan teori-teori hubungan 

internasional. 

  

 Bab V:  Penutup  

Bab ini menjadi rangkuman dari empat bab sebelumnya serta sekaligus menjadi 

kesimpulan dari penelitian ini dalam bentuk kalimat yang lebih sederhana. Selain 

itu, bab ini juga berisi saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 


